NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

DAN
PENGADILAN AGAMA MANADO

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 666/ KPA.WIS-A1/HM1/X1/2023
Nomor : B-1039/IN.25/F.1/HM.01/11/2023

Pada hari in1 tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah 1ni:

1. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Manado berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 566 Tahun 2023, maka dalam hal ini secara
sah bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Manado,
selanjutnya disingkat Dekan FASYA IAIN Manado, berkududukan di Manado Sulawesi Utara.
Sebagai PIHAK PERTAMA

2. Drs. H. Muhtar Tayib Ketua Pengadilan Agama Manado, dalam jabatannya tersebut bertindak
untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Manado, yang berdomisili J1. Prof. Dr. Mr. Raden
S. E. Koesoemah Atmadja Kompleks Pengadilan Terpadu, Kima Atas, Kec. Mapanget, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95259 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA seclanjutnya secara bersama sama disebut PARA
PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat.

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengadilan Agama Manado yang mempunyai tugas sebagai
Lembaga Peradilan Agama di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Utara yang bersifat tetap dan
mandiri.

c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2) Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama
Perguruan Tinggi; |



Pasal 1
TUJUAN

Nota kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan profesionalisme, mengembanglfan
Kompetensi Lapangan bagi Mahasiswa, dan dibangun dalam rangka kemanfaatan yang saling

menguntungkan bagi PARA PIHAK.
Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang dibawah imni:

a. Pendidikan dan Pelatihan.

b. Penelitian bersama terkait hukum dan peradilan dalam rangka pengembangan 1lmu hukum.

c. Pertemuan ilmiah dalam bentuk Seminar, lokakarya, dan Forum [lmiah -Bersama.

d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan
yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian
Kerjasama Tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman 1ni.

(2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan
dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal S
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK
(2) Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-
kurangnya satu kali dalam setahun.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5(lima) tahun terhitung sejak
ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka PIHAK yang menghendaki
perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30
(tiga puluh) hant sebelum tanggal berakhimya Nota Kesepahaman ini.

3) Dalam hal salah satu PIHAK menghendaki berakhimya Nota Kesepahaman sebelum jangka
waktu sebagaimana dimaskud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang menghendaki penghentian
wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak
memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini;
b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.



Pasal 7
PENYELESAIAN PERSILISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota
Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK

Pasal 8
LAIN - LAIN

1). Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum
atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota

kesepahaman ini;

2). Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan
peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing

3). Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan PARA PIHAK, dan
berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK
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